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Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian
A. Wawancara di Instansi Pemerintahan
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Wawancara dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Mamuju
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Wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD
Kabupaten Mamuju

B. Wawancara di Masyarakat Korban Bencana
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Lampiran 2. Pedoman Penyelanggaraan Bantuan Stimulan Tahun 2021
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 2-3.A TAHUN 2021

TANGGAL 5 MARET 2021

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH KORBAN BENCANA
PADA STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan perumahan masyarakat terdampak bencana merupakan
kebutuhan prioritas dalam penanggulangan bencana, dengan harapan korban
bencana yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana tidak terlalu lama
tinggal di pengungsian. Diperlukan pembiayaan yang bersifat segera agar
penanganannya lebih cepat dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan
konsep pengurangan risiko bencana melalui perbaikan rumah sesuai standar
rumah tahan/aman bencana.

Berdasarkan pengalaman, pembangunan rumah biasanya dilakukan pada
fase pascabencana menggunakan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Namun dikarenakan proses pencairan Dana Hibah RR memakan waktu yang
cukup panjang, perlu adanya inovasi dalam hal pembiayaan dengan
pertimbangan waktu penanganan yang bersifat segera, yaitu dengan
menggunakan Dana Siap Pakai.

Untuk itu, diperlukan pedoman yang mengatur pelaksanaan bantuan
stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke
pemulihan sebagai acuan pelaksanaan bagi masyarakat terdampak dan
pemerintah.

Dengan demikian, diharapkan percepatan perbaikan perumahan
masyarakat di wilayah terdampak bencana dapat mencapai tujuannya ,yaim
segera terlaksana secara efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuar

perundang-undangan yang berlaku.
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l C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat prinsip dasar, kebijakan, strategi, pengorganisasian,
pengawas:fln. pertanggungjawaban dan pengendalian dalam pelaksanaan
bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat
ke pemulihan dengan sumber pendanaan Dana Siap Pakai.

D. Sasaran
Sasaran kelembagaan dalam bantuan stimulan perbaikan rumah korban
bencana pada status transisi darurat ke pemulihan adalah sebagai berikut:
1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
2.  Kementerian/lembaga pemerintah;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
4 Organisasi perangkat daerah (OPD) di provinsi dan kabupaten/kota;

Sasaran operasional pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah
korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan adalah sebagai
berikut:

1. Terpenuhinya pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban
bencana pada status transisi darurat ke pemulihan dengan standar
konstruksi rumah tahan gempa.

2 Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang mampu
menyelenggarakan pelaksanaan bantuan stimulan perbaikan rumah korban
bencana pada status transisi darurat ke pemulihan.

3. Terciptanya proses interaksi antara warga dalam menanggulangi persoalan
bersama dan menumbuhkembangkan solidaritas sosial yang kondusif
dalam membangun komunitas.

4. Terciptanya kearifan lokal di dalam masyarakat sesuai dengan potensi

budaya yang ada.

E. Pengertian
1.  Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya

yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
2. Penyelenggaraan bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana pada
status transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian upaya kegiatan
untuk mempercepat perbaikan rumah masyarakat di wilayah terd%mpak
bencana pada status transisi darurat ke pemulihan. :
Status Transisi Darurat Ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman
bencana yang terjadi cenderung menurun e calasinya dan/atau
berakhir, sedangkan ¥
orang/masyarakat m
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BAB V
PELAKSANAAN

Pelaksanaan

pemulihan bobrtaur;:.uu;n ::::r\:lan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke

terkalt hunian yang | bl:\ mengembalikan kondisi kebutuhan primer masyarakat
g le aman dari ancaman bencana, meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengendalian.

PELAKSANAAN

PERTANGGUNGJAWABAN
DAN PENGENDALIAN

* Penyusunan

usulan
percepatan
perbalkan dan a. Pertanggungjawaban
pembangunan +Penatausahaan
rumah «Pelaporan

* Proses b Pahipydatian
penganggaran * Pemantauan
DSP » Evaluasi

* Penyiapan
lahan lokasi

5 3

Gambar 3.1. Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Rumah Korban
Bencana Pada Status Transisi Darurat Ke Pemulihan

A. Perencanaan
1. Penyusunan rencana perbaikan perumahan (rumah dan PSU)

Memuat tentang jenis, volume kegiatan; harga satuan; sumber
pembiayaan; jadwal pelaksanaan; penerima bantuan lengkap dengan
nama dan alamat rumah yang jelas, dilengkapi Nomor Induk Kependudukan
(NIK) dan Kartu Keluarga (KK) (by name by address) yang ditetapkan
melalui SK Kepala Daerah.

Rencana anggaran perbaikan rumah didasarkan pada perhitungan
jumlah penerima dan besarnya bantuan yang ditetapkan sesuai tingkat
kerusakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Rencana anggaran perbaikan PSU didasarkan pada perhitungan

: likan satuan biaya, selain itu juga dapat memperhitungkan

| ‘ondisi dan peraturan yang berlaku. :
ikan perumahan periu memperhatikan hal-hal






















